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ABSTRAKSI 

Nama    : Fillah Irvanda Yusuf 

Nim    : 201910110311388 

Judul : PENEGAKAN HUKUM DALAM PERALIHAN  

  FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN  

  MALANG (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten  

  Malang) 

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

    Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Pertanahan 

Kabupaten Malang serta hambatan dan upaya dalam pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta untuk 

menilai efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan 

pendekatan sosiologis yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dengan 

pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki 

peran strategis melalui pemberian pertimbangan teknis pertanahan, penyelarasan data 

pertanahan dengan rencana tata ruang, dan keikutsertaan dalam Forum Penataan Ruang 

(FPR). Namun pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (1) masih belum efektif karena tida 

adanya zona poligon, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya 

perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, peran Kantor Pertanahan dalam forum 

penataan ruang sangat vital agar tujuan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 

dapat terwujud. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alih Fungsi Lahan, PLP2B, Kabupaten Malang. 
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ABSTRACT 

Name    : Fillah Irvanda Yusuf 

Student ID Number  : 201910110311388 

Title    : LAW ENFORCEMENT BY THE MALANG  

  REGENCY LAND OFFICE TO CONTROL THE  

  CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO  

  NON-AGRICULTURAL USE IN MALANG  

  REGENCY (Study at the Malang Regency Land  

  Office) 

Lecture Advicer : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

   Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

This study aims to examine and analyze the role of the Land Office of Malang Regency, 

as well as the obstacles and efforts in controlling the conversion of agricultural land 

based on Article 44 paragraph (1) of Malang Regency Regional Regulation Number 6 

of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection, and to evaluate the 

effectiveness of its implementation. The research method employed is a juridical-

empirical approach supported by statutory, conceptual, and sociological approaches 

obtained through document studies and interviews with relevant officials. The results 

of the study show that the Land Office plays a strategic role through the issuance of 

land technical considerations, the alignment of land data with spatial planning 

policies, and its involvement in the FPR. However, the implementation of Article 44 

paragraph (1) has not been fully effective due to no polygon zone, also low public 

awareness regarding the importance of agricultural land protection. Therefore, the 

role of the Land Office within the spatial planning forum is vital to ensure the 

achievement of sustainable agricultural land protection objectives. 

 

Keywords: Law Enforcement, Land Conversion, PLP2B, Malang Regency. 
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